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KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 8/HM.02 -Kptl L3r2 lKPU-Kab /\il l2O2t

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

SAJ,INA}I

a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi
koordiansi kehumasan antar Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan
Koordianasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimna
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a6l;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang
Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA9 Nom0r ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
rnenjadi Undang- Undang (Lemb€rra-Il Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5656), sebagaimalaa telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pernerintah
Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun
2O2O tentang Perubatran Ketiga atas
Undang-Undang Nornor Tal.un 2Ol5 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Notr.or 1 Tahun 2AL4
tentang Pernilitran Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

\- Menimbang

Mengingat



Undang- Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 65a71;

4. Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2Ol7
tentang Pemilihan lJrnum (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 182,
Tarn Lembaran Negara Republik
Indonesia

5. Peraturan
omor 6109);
Menteri Komunikasi dan
Nomor 35 Tahun 2O14 tentang

asi Hubungan Masyarakat
Republik Indonesia Tahun

Inforrna
Badan
(Berita Negara

7

6
2014 Nomor l4O4l;
Peraturarr Komisi Pemilihan lJrnurn Nomor 1

Tahun 2Ol5 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umurn (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 8
Tahun 2Ol7 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan
Bupati dar
dan Wakil
Indonesial

8. Peraturan
10 Tahd

Gubernur dan Wakil Gubernur,
r Wakil Bupati, dan/atau Walikota
Walikota (Berita Negara Republik

fahun 2O17 Nomor 1249);
Komisi Pemilihan ljmum Nomor
n 2Ol8 tentang Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Urnum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2Ol9 tentang Tata Ke4'a Komisi
Pemilitran lJmurn, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tal.un 2Ol9 Nomor 32O\,
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nornor 2l Tahun 2O2O tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan ljrnum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan IJmum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 17631;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor
L4 Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Keq'a
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
lJrnr.rm, Sekretariat Kornisi Pernilihan Umurn
Provinsi, dan Sekretariat Kornisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
r2361;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1 1. Keputusan Kornisi Pemilihan LJmum Nomor
172 /H^Iv'I.O2-Kpt/ 06 /KPU /III/ 2021 Tentang
Badan Koordinasi Kehumasan Kornisi
Pernilitran Umum;

Berita Acara Rapat Pleno tanggal 23 Maret 2O2l
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
BARAT
Membentuk Badan Koordinasi Kehurnasan
Kornisi Pernilihan LJmurn Kabupaten Pasarnam
Barat.
Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan
Kornisi Pemilitran (Jmurn Kabupaten Pasamana
Barat sebagaimaraa dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri dari:

a. Komisi Pemilihan tIrnum Kabupaten
Pasaman Barat:

1. Anggota Komisi Pemilihan lJmum
Kabupaten Pa.sarnan Barat yang
membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan
Strrnber Daya Manusia; dan

2. Subbagian yang membidangi Teknis
Penyelenggaraar Pemilitran LJrnum,
Partisipasi dan Htrbungan Masyarakat
pada Sekretariat Kornisi Pernilihan
IJmum Kabupaten Pasarrran Barat.

Susunan perrgurus Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan LJmum Kabupaten
Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pembina:

7. Ketrra Komisi Pemilihan L]rnum
Kabupa,ten Pasarnan Etarat; (Alharis,
S.Pd) dan

2. Anggota Komisi Pemilihan umurn
Kabupaten Pasaman Barat; (Alfi Syatrrin,
S.Pd, Wanhar, SPd.I, Adri, S.Sos.I, MA,
Misdarliatr, S.Pd).

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan
(Jrnurn Kabupaten Pasaman Barat;
(Syahruddin, S.Pd).



\-.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

c. Ketrra Pelaksana:

1. Bidang Diserrrinasi Inforrnasi adalah
Kasubag Teknis dan Hubungan
Masyarak at; (Zarnzanni, S. IP. M. Si)

2. Bidang Surnber Daya Manusia adalatt
Kasubag Prograrn dan Data;(Didik
Rujuanto, A.Md) dan

3. Bidang Advokasi adalah Kasubag
Hukum dan Pengawasan; (Zaidi, SH).

Badan Koordinasi I(ehurnasan Kornisi
Pernilihan IJmurn Kabupaten Pasarnan Barat
sebagaimana dirnaksud dala:n Diktum KESATU
bertugas:
a. melakukan koordinasi antara. Komisi

Pernilihan LJmurn dengan Komisi Pernilihan
tjrnum Provinsi dan Komisi Pernilihan Umum
Kabupaten Pasarnan Bara-t untuk kelancaran
arus inforrnasi antara satuan keq'a;

b. rnelakukan koordinasi dan kerjas€una dengan
Badan Koordinasi Kehurnasan pada
instansi/lembaga pemerintatr tingkat pusat
dan daera}.;

c. merencanakan dan rnelaksanakan kegiatan
kehumasan;

d. rnengtrirnpufl, rnengelola, dan rnenyalurkan
data / inforrna,si kehurnasan yang diperlukan;
dan

e. rnelaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
kehurnasan kepada Ketua Kornisi Pemilihan
IJmurn Kabupaten Pasarnan Barat.

Pernbiayaan yarlg ditirnbulkan akibat
diterbitkaranya Keputusan ini dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kornisi
Pemilihan tIrnurn Kabupaten Pasaman Barat.
Keputrrsan ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Maret 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ALHARIS

ttd

ZAIDI

Subbag Hukum
lt

ttli

'//


